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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu indikator dari tinggi 

rendahnya laju pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, dan ditujukan untuk 

mengatasi berbagai masalah ekonomi. Apabila pertumbuhan pembangunan 

suatu wilayah mengalami peningkatan maka laju pertumbuhan 

perekonomiannya juga akan meningkat dan ketimpangan semakin sedikit. 

Pada hakekatnya pembangunan perekonomian bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan. Peningkatan dan 

pertumbuhan ekonomi membawa pengaruh terhadap kesejahteraan dan 

peningkatan kualitas hidup masyarakat. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, 

yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal dalam hal ini di 

sebabkan oleh perekonomian sekitarnya, kebijakan-kebijakan pemerintah 

pusat, dan ekspor impor barang dan jasa. Sedangkan faktor internalnya dapat 

dilihat dari kemampuan wilayah tersebut dalam pengelolaan sektor unggulan 

dan potensial untuk penopang perekonomian wilayahnya.  

Menurut Suparmoko (1991) Pertumbuhan ekonomi di suatu negara 

tidak selalu dilihat dari sisi global, karena cara tersebut dianggap kurang 

mencerminkan keadaan riil perekonomian yang bersangkutan. Untuk lebih 
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jelasnya, harus dikelompokkan atau diperinci menjadi sektor-sektor usaha atau 

kegiatan. 

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan 

pendapatan harus dilakukan, sebab apabila laju pertumbuhan ekonomi yang 

cepat dan pemerataan yang tidak sama akan menyebabkan berbagai masalah 

di wilayah tesebut, termasuk ketimpangan. Menurut Tutik Yuliani (2014) 

Ketimpangan yang terjadi akan berdampak pada keseimbangan perputaran 

kegiatan perekonomian yang berpengaruh pada ketimpangan kemakmuran 

antar daerah tersebut.  

Terfokusnya suatu kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu secara 

langsung akan berdampak pada ketimpangan pendapatan antar wilayah 

sehingga akan tercipta kondisi dimana daerah yang menjadi pusat konsentrasi 

kegiatan ekonomi  tersebut akan lebih memberikan pendapatan yang tinggi 

kepada masyarakatnya, sehingga akan relatif makmur. Berbeda dengan 

wilayah yang tidak menjadi pusat konsentrasi kegiatan ekonomi yang nantinya 

akan memberikan pendapatan yang rendah pada masyarakatnya, dan akan 

berakibat bagi kemakmuran yang relatif rendah. 

Kesenjangan sering kali terjadi di suatu wilayah dan menjadi 

permasalahan yang cukup serius. Barika (2010) daerah yang mengalami 

ketimpangan disesabkan salah satunya kekurangan sumber daya yang tidak 

dimiliki, karena cendeerung para investor memilih daerah yang memiliki 

sarana dan prasarana yang memadahi, seperti halnya yang ada di perkotaan 

dan tidak ada di pedesaan. Budi Satrio (2013) perencanaan untuk mewujudkan 

pemerataan  pembangunan antar wilayah sangat diperlukan agar tujuan 

pembanguan yakni meningkatkan perluasan distribusi dan ketersediaan 
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kebutuhan pokok, dan peningkatan standar dan kualitas hidup masyarakat 

dapat tewujud secara bersamaan baik pada tingkat regional maupun nasional. 

Menurut Todaro 2000 Koefisien Gini adalah alat pengukuran ketidakmerataan 

/ ketimpangan yang angkanya berkisar antara nol hingga nol. Koefisien yang 

mendekati angka nol maka tingkat ketimpangnnya sempurna, namun jika 

mendekati angka satu berarti ketidakmerataan yang sempurna.  

Andy dan Wisnu (2014) pertumbuhan ekonomi yang tidak diimbangi 

dengan pemerataan akan memperluas kesenjangan antara satu wilayah dengan 

wilayah lainnya, sedangkan pemerataan ekonomi yang tidak di imbangi 

dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menimbulkan kemiskinan di 

daerah tersebut. Ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi merupakan masalah 

yang banyak terjadi di negara Indonesia pada saat ini.  Untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi suatu wilayah harus mempunyai sektor-sektor 

pendukung yang mampu mengakselerasi pembangunan.  

Menurut World Bank kategori ketimpangan dapat menggunakan 

kriteria yaitu : a) Jika Proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk 

dalam kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh 

penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan 

tinggi, b) Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 

persen terendah terhadap total terhadap penduduk kurng dari 12-17 persen 

dikategorikan ketimpangan sedang, c) Apabila jumlah pendapatan penduduk 

masuk dalam kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan penduduk 

kurang dari 17 persen dikatakan ketimpangan rendah. 

Pada sisi lain, adanya permasalahan tentang kemiskinan dan 

ketidakmerataan pendapatan tersebut juga akan menimbulkan dampak 

instabilitas sosial, ketidakpastian, kelaparan, kesehatan, dan gizi yang buruk. 
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Apabila kondisi tersebut terus berlangsug dan menghambat laju pertumbuhan 

ekonomi terus-menerus,  maka akanmenganggu stabilitas ekonomi makro dan 

kelangsungan pemerintahan yang ada pada saat itu. Ketimpangan 

pembangunan pada saat ini berwujud dalam berbagai dimensi dan aspek, 

seperti pendapatan per kapita atau pendapatan daerah wilayah tersebut.  

Jawa Tengah adalah provinsi yang tidak terlepas dari masalah 

ketimpangan distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Ada banyak 

masalah yang dihadapi dalam pemerataan pembangunan ekonomi. Masalah 

tersebut yang membuat pemerintah daerah membuat kebijakan-kebijakan yang 

nantinya akan menghasilkan sebuah tujuan tertentu. Dalam Peraturan Daerah 

(Perda) Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, bahwa Pemerintah 

melakukan kerjasama antar daerah  yang memiliki potensi-potensi di 

kawasannya dengan tujuan meningkatkan pemerataan pembangunan ekonomi 

di kawasan tersebut. 

Kabupaten Wonogiri merupakan suatu wilayah yang berada di 

kawasan eks-Karesidenan Surakarta yang biasa disebut dengan 

Subosukawonosraten, yang memiliki permasalahan tentang ketidakmerataan 

pembangunan ekonominya. Dalam hal ini daerah tersebut  dapat menjadi alat 

ukur laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang ada di 

bawahnya. Kabupaten Wonogiri dalam kawasan tersebut merupakan wilayah 

yang masih rendah dalam pembagunan ekonomi dan laju pertumbuhan 

ekonominya. 

 



5 

 

Dibandingkan dengan kebupaen lainnya, Kabupaten Wonogiri masih 

relatif kecil dan masih memerlukan perkembangan-perkembangan dalam 

bidang ekonomi..Hal ini dapat dilihat dari tabel 1.1 berikut  

Tabel 1.1 

PDRB Eks-Karesidenan Surakarta seri 2010 

Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah) 

Tahun 2010-2014 

 

Wilayah 
PDRB ADHK (Juta Rupiah) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Sukoharjo 16.357.222 17.319.639 18.342.247 19.401.889 20.448.932 

Boyolali 13.721.701 14.592.026 15.369.974 16.266.499 17.147.347 

Surakarta 21.469.551 22.848.439 24.123.782 25.631.681 26.984.359 

Karanganyar 16.393.789 17.205.064 18.219.457 19.256.516 20.261.775 

Wonogiri 13.310.571 13.786.711 14.605.088 15.303.280 16.114.987 

Sragen 15.832.558 16.870.231 17.902.105 19.102.182 20.169.027 

Klaten 17.002.050 18.071.351 19.102.403 20.241.429 21.414.015 

Rata-rata 14.261.181 15.086.934 15.958.383 16.900.686 17.817.807 

 Sumber : BPS Jawa Tengah 2014 

 

Dari tabel 1.1 diatas menujukkan bahwa PDRB per tahunya 

mengalami peningkatan. Jumlah PDRB terbesar adalah Kota Surakarta, 

dan PDRB terkecil atau terendah ada di Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan 

keterangan diatas bahwa perekonomian terpusat hanya pada satu wilayah. 

Hal tersebut menyebabkan ketidak- merataan pembangunan dan laju 

pertumbuhan ekonomi, dan Kabupaten Wonogiri merupakan wilayah yang 

masih jauh dari rata-rata. Identifikasi perkembangan Pertumbuhan Produk 

Domestik Regional Bruto Kabupaten Wonogiri dapat dilihat dalam tabel 

1.2 dibawah ini. 
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Tabel 1.2 
PDRB Kabupaten Wonogiri Menurut Lapangan Usaha 2010 

Tahun 2010-2014 (persen) 

 

Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014 

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0,67 4,56 1,04 0,77 

B Pertambangan dan Penggalian  3,99 6,55 9,13 9,27 

C Industri Pengolahan 6,43 6,78 8,53 7,74 

D Pengadaan Listrik dan Gas 9,02 10,45 9,32 4,93 

E 
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 

dan Daur Ulang 
2,63 3,77 -1,06 7,56 

F Konstruksi 3,19 9,25 5,72 5,15 

G 
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 

Mobil dan Sepeda Motor 
4,10 4,77 4,93 6,06 

H Transportasi dan Pergudangan  3,89 7,07 8,44 10,91 

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3,25 4,61 4,00 5,00 

J Informasi dan Komunikasi 9,91 10,29 9,73 17,69 

K Jasa Keuangan dan Asuransi 6,86 6,60 4,22 5,26 

L Real Estate 6,58 2,56 7,84 8,45 

M,N Jasa Perusahaan 12,59 5,46 11,50 11,70 

O 
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 

Jaminan Sosial Wajib 
1,00 0,14 2,44 1,24 

P Jasa Pendidikan 15,21 19,13 9,84 12,46 

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 9,29 9,18 7,91 12,54 

R,S,T,U Jasa lainnya 3,06 -0,83 10,88 9,85 

PDRB 3,58 5,94 4,79 5,26 

Sumber:  BPS  Kab Wonogiri 2014 

Dengan  melihat tabel diatas, dapat diidentifikasi besarnya  

Pendapatan  Domestik Regional Bruto  per tahunnya di Kabupaten 

Wonogiri. Laju pertumbuhan Kabupaten Wonogiri pada tahun 2014 

mencapai 5,26 persen, yang perumbuhannya lebih cepat daripada tahun 

2013 yang sebesar 4,79 persen. Jumlah pertumbuhan ekonomi tertinggi 

dicapai oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 17,69 

persen pada tahun 2014, dan paling terendah pada sektor pertanian, 

kehutanan, dan perikanan yang sebesar 0,77 persen. Dari data diatas 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonogiri masih dapat berkembang 

dengan baik, namun adanya ketidakmerataan pembangunan dan 

pertumbuhan ekonomi menyebabkan adanya ketimpangan distribusi 
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pendapatan. Ketimpangan ini dapat terjadi apabila di Kabupaten Wonogiri 

terdapat perbedaan sektor-sektor penunjang utama perekonomian. 

Kabupaten Wonogiri memiliki 25 kecamatan yang masing-masing 

kecamatan memiliki bidang utama yang menunjang perekonomian. 

Kecamatan tersebut antara lain Pracimantoro, Eromoko, Wuryantoro, 

Manyaran, Wonogiri, Selogiri, Ngadirojo, Slogohimo, Girimarto, 

Puhpelem, Paranggupito, Sidoharjo, Jatisrono, Jatipurno, Jatiroto, 

Purwantoro, Kismantoro, Baturetno, Karangtengah, Tirtomoyo, 

Nguntoronadi, Giritontro, Giriwoyo,  Batuwarno, dan Bulukerto. Karena 

memiliki kecamatan yang banyak Pemerintah Kabupaten Wonogiri 

memiliki tugas yang cukup berat untuk meningkatkan perekonomian dan 

mengurangi ketimpangan agar masyarakat memiliki pendapatan yang 

merata.  

Pemerintah Kabupaten Wonogiri dapat melakukan evaluasi atau 

pengkajian khusus untuk menangani masalah-masalah dalam 

pembangunan perekonomian.  Kebijakan-kebijakan yang dilakukan juga 

perlu dilakukan agar tercapainya tujuan pembangunan ekonomi, tanpa 

adanya ketidakmerataan pada masyarakat. Kontribusi di setiap kecamatan 

yang ada di Kabupaten Wonogiri juga diperlukan untuk menunjang 

perumbuhan ekonomi yang semakin berkembang. Untuk lebih jelasnya 

berikut adalah Identifikasi pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto 

Kecamatan se-Kabupaten Wonogiri melalui tabel 1.3 . 
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Tabel 1.3 

PDRB Per Kapita Kecamatan se-Kabupaten Wonogiri  

Atas Dasar Harga Konstan 2000 

N
o 

Kecamatan 
PDRB (Juta Rp.) 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 Pracimantoro 175.287,63  184.779,69 198.594,67 204.873,63 216.037,66 
2 Paranggupito 68.815,73  70.826,64 74.713,95 78.914,13 82.129,54 
3 Giritontro 62.807,91  65.940,90 69.496,32 72.636,34 76.261,42 

4 Giriwoyo 120.265,01  126.500,75 135.218,90 138.571,25 146.156,03 
5 Batuwarno 65.382,98  68.520,71 72.919,08 74.988,33 77.089,70 

6 Karangtengah 100.909,10  106.281,38 110.452,79 115.360,64 117.924,48 

7 Tirtomoyo 139.058,13  145.982,70 153.912,93 159.701,78 169.531,72 
8 Nguntoronadi 76.820,40  80.676,19 86.523,68 88.545,40 91.099,37 
9 Baturetno 139.264,36  146.091,26 154.996,54 163.331,65 173.554,10 

10 Eromoko 131.269,32  138.749,02 146.978,65 153.434,15 161.111,10 
11 Wuryantoro  100.457,12  105.260,16 111.144,13 115.188,06 119.850,44 

12 Manyaran 128.587,88  136.053,70 143.960,43 152.949,15 157.891,87 

13 Selogiri 103.856,76  104.245,65 111.047,89 116.619,22 121.444,74 
14 Wonogiri 337.868,36  362.104,31 389.017,79 411.192,65 439.140,09 

15 Ngadirojo 228.800,78  237.675,46 250.257,98 261.346,59 281.131,09 
16 Sidoharjo 126.688,64  130.690,77 139.250,67 145.767,06 154.556,74 
17 Jatiroto 84.650,18  89.179,22 95.087,05 98.248,78 103.006,98 

18 Kismantoro 90.018,37  94.276,38 98.409,61 101.862,67 107.203,15 

19 Purwantoro 119.634,88  126.124,26 133.419,88 141.312,45 148.671,30 
20 Bulukerto 87.209,88  90.786,43 95.385,97 98.781,51 103.379,87 
21 Puhpelem 68.023,85  71.842,58 76.482,52 79.172,80 83.898,70 

22 Slogohimo 102.671,05  106.178,43 111.261,17 115.168,58 120.267,01 
23 Jatisrono 150.727,33  158.497,69 168.841,85 176.961,52 190.299,58 

24 Jatipurno 77.452,46  79.336,66 83.901,58 86.486,51 91.257,63 
25 Girimarto 106.266,18  107.581,46 114.574,90 118.633,55 124.217,49 

  Kab. Wonogiri 
2.992.794,

29  
3.134.182,

40 
3.325.850,

93 
3.472.061,

40 
3.657.111,

80 
Sumber:BPS Kabupaten Wonogiri 

Dari  data PDRB per kapita kecamatan  diatas ,  pada tahun 

2014  laju pertumbuhan ekonomi di tiap  kecamatan ada yang 

meningkat, dan ada pula yang menurun.  Untuk PDRB tertinggi 

berada di Kecamatan Wonogiri  sebesar 1.154.781,61 pada tahun 

2014 dan terendah terdapat di Kecamatan  Batuwarno sebesar 

205.293,77. Pada tahun 2013 pertumbuhan tertinggi terdapat di 

Kecamatan Wonogiri dengan nilai PDRB sebesar 1.013.900,91, dan  
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terendah beada di Kecamatan  Giritontro sebesar 187.783,39. Agar 

tidak terjadi ketimpangan dan ketidakmerataan  perlu adanya peran 

pemerintah dalam penanganan masalah ini, agar nantinya 

pembangunan dapat merata dan masyarakat menjadi makmur. Dari 

masalah diatas maka penulis bermaksud menganalisis tentang 

ketimpangan yang muncul dalam masing-masing kecamatan 

tersebut. Judul dari penelitian ini adalah 

“ANALISIS KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN 

ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN WONOGIRI 

PERIODE 2010-2014”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang yang di kemukakan di atas dapat berikut rumusan 

masalahnya : 

1. Bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita antar 

kecamatan di Kabupaten Wonogiri periode 2010-2014 dengan tipologi 

klassen ? 

2. Bagaimana kondisi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi 

antar kecamatan di Kabupaten Wonogiri tahun 2010-2014 dengan indeks 

williamson dan indeks entropi theil ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita antar 

kecamatan di Kabupaten Wonogiri periode 2010-2014. 
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2. Untuk mengetahui tingkat ketimpangan distribusi penapatan yang terjadi 

antar kecamatan di Kabupaten Wonogiri periode 2010-2014. 

D. Manfaat Penelitian 

Dari penelittian tersebut manfaat yang dapat diberikan adalah : 

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri 

Dalam penelitian ini sebagai bahan masukan bagi  pemerintah daerah agar 

dapat menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut dalam pelaksanaan 

permbangunan ekonomi, dan mengatasi ketidakmerataan yang ada pada 

saat ini. Agar nantinya perekonomian di Kabupaten Wonogiri dapat terus 

berkembang dan berkualitas serta ketimpangan yang terjadi semakin 

sedikit. 

2. Bagi Masyarakat 

Untuk masyarakat di Kabupaten Wonogiri penelitian ini diharapkan 

bermanfaat sebagai acuan atau informasi dalam pembangunan daerahnya, 

sehingga masyarakat dapat berkontribusi aktif dalam peningkatan 

perekonomian dan memajukan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Wonogiri. 

3. Bagi Peneliti 

Untuk peneliti diharapkan dapat menjadikan referensi dan informasi dalam 

melakukan penelitian tentang ketimpangan distribusi pendapatan antar 

kecamatan di Kabupaten Wonogiri. Sebagai bahan pembanding untuk 

penelitian selanjutnya, dan untuk diterapkan dalam kehidupan nyata. 
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan adalah data 

sekunder yang berbentuk runtutan waktu (time series) selama 5 tahun mulai 

dari periode 2010-2014. Data tersebut diperoleh dari publikasi BPS (Badan 

Pusat Statistik) Kabupaten Wonogiri dan referensi lain yang mendukug dalam 

penelitian ini. 

2. Metode Analisis Data  

a. Analisis Tipologi Klassen 

Untuk mengetahui gambaran tentang struktur dan pola 

pertumbuhan ekonomi digunakan tipologi klassen.Tipologi ini 

membagi 2 indikator yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan 

pendapatan perkapita daerah. Dalam menentukan rata-rata, 

digunakan sumbu vertikal untuk pertumbuhan ekonomi dan 

sumbu horizontal untuk rata-rata pendapatan per kapita, dan 

dalam analisis ini megklasifikasikan menjadi empat model yang 

berbeda sebagai berikut Tb, Ai, Edi (2015).: 

 

Quadrant I 

Daerah maju dan cepat 

tumbuh  

ri > r dan yi < y 

 

Quadrant II 

Daerah maju tapi tertekan  

ri < r dan yi > y 

 

Quadrant III 

Daerah  berkembang pesat  

ri > r dan yi > y 

 

Quadrant IV 

Daerah  relatif terbelakang  

ri < r dan yi < y 
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Keterangan: 

    ri : Laju pertumbuhan ekonomi kecamatan i 

     yi : PDRB perkapita Kecamatan i 

     r  : rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonogiri 

    y  : rata-rata PDRB perkapita Kabupaten Wonogiri 

b. Indeks Williamson 

Untuk menganalisis ketimpangan pendapatan antar 

kecamatan di Kabupaten Wonogiri dapat digunakan alat analisis 

yaitu Indeks Williamson. Berikut rumus dari Indeks Williamson 

Jeffrey G Williamson (1965) : 

 

IW  =  

Keterangan : 
IW = Indeks Williamson 

Yi = PDRB per kapita kecamatan i 

Ý = Rerata PDRB per kapita Kabupaten Wonogiri 

fi = Jumlah Penduduk Kecamatan i 

N = Jumlah Penduduk kabupaten Wonogiri 
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c. Indeks Entropi Theil 

Indeks Entropi Theil adalah alat analisis yang digunakan untuk 

mengukur ketimpangan pendapatan di Kabupaten Wonogiri. 

Kelebihan  dari indeks  ini yaitu  menghitung ketimpangan  antar 

daerah sekaligus, jadi cakupan analisisnya menjadi luas. 

Keuntungan lainnya adalah indeks ini   dihitung kontribusinya 

(dalam persen) masing-masing  daerah terhadap ketimpangan 

daerah yang luas, sehingga  dapat memberikan  kontribusi yang 

besar untuk pengambilan kebijakan. Berikut adalah rumus dari 

Indeks Entropi Theil H.Theil (1967) : 

 

Keterangan: 

TE  = Indeks ketimpangan Entropi Theil 

 = Total Income 

N  = The number of the agents in the economic system 

Apabila nilai indeks entropi theil = 0 maka akan terjadi 

pemerataan, dan sebaliknya apabila menjauh dari 0 maka akan 

terjadi ketimpangan yang semakin besar. 
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F. Sistematika Penulisan 

Penyusunan dalam penelitian ini dilakukan dengan sistematika yang 

sederhana.Kerangka penulisan sistematika ini terdiri atas 5 bab yaitu : 

BAB I. PENDAHULUAN  

Dalam Bab I ini diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB II. LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori-teori yang mendukung penelitian mengenai 

Ketimpangan ekonomi, Pembangunan ekonomi, PDRB, penelitian 

terdahulu dan kerangka pemikiran 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini berisi tentang data dan sumber data. Metode 

 pengumpulan data, definisi operasional variabel,  dan metode 

analisis data  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Berisi tentang Gambaran umum objek penelitian, analisis data, hasil 

analisis dan pembahasanya   

BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran 

yang perlu untuk disampaikan baik obyek penelitian ataupun bagi 

penelitian selanjutnya. 


